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Abstrak
 

Skripsi ini membahas kedudukan hukum tindakan penyitaan secara pidana terhadap harta pailit dalam proses

pemberesan kepailitan, yang mana adanya bentrokan ketentuan antara hukum kepailitan dan hukum acara

pidana terkait penyitaan. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penulis akan menganalisis

pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara Kurator dan Penyidik yang

saling memperebutkan penyitaan suatu benda yang merupakan harta pailit sekaligus barang bukti dalam

perkara pidana. Terhadap permasalahan diatas dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan

yuridis normatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa sita pidana didahulukan dari sita pidana. Walaupun demikian, mungkin

terasa kurang adil dalam ranah kepailitan dimana hal tersebut dapat mengurangi nilai harta pailit, oleh

karena itu ditemukan suatu sarana yang telah diterapkan di Amerika yaitu berupa perjanjian koordinasi yaitu

perjanjian antara Kurator maupun Penyidik untuk menangani konflik kepentingan atas harta pailit yang

sekaligus barang bukti. Dalam perjanjian ini dapat diatur bagaimana kedudukan benda yang menjadi objek

sengketa, apakah ia akan dimasukkan ke dalam boedel pailit, lalu di register sebagai barang bukti, atau ia

hanya akan dimasukkan sebagai barang bukti dan sebagainya.

......This thesis discusses the legal status of the act of criminal forfeiture against the bankruptcy property in

the liquidation process of bankruptcy assets, in which the clash of provisions between the law of bankruptcy

and criminal procedure law related to foreclosure. To answer the problem then the authors will analyze the

consideration of the panel of judges who examine and adjudicate cases between curators and investigators

who are fighting over the seizure of an object that is a bankruptcy property as well as evidence in a criminal

case. With regard to the above problems, the research is conducted using a normative juridical method.

The results show that criminal forfeiture takes precedence from bankruptcy. However, it may feel unfair in

the realm of bankruptcy where it can reduce the value of bankruptcy assets, hence found a solution that has

been applied in the United States is a coordination agreement which is an agreement between the Curator

and the Investigator to handle conflicts of interest on the property of bankruptcy as well as evidence in

criminal case. In this agreement can be arranged how the position of objects that become the object of

dispute, whether it will be inserted into the list of bankruptcy assets, then registered as evidence in criminal

case, or it will be included as evidence only and so forth.
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